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DEHGAlr RAHndAT TtJHAH TAlrG nftAHA ESA

BUPATI STJKARIARA,

Menimbang : a+  berdasarkan  ketentiian  Butir  I.E.35  Lanpiran  Pera±uran  Menteri
Dalani Negeri Nomor 64 Thhun 2020 tefltang Pedomari Penyusunan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Thhun  Anggaran  2021,
bahwa Fhogram dan Kegiatan yang dibiayal dari dana transfer yang
sudah jelas perunfukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada
tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat ]chusus yang
belum    cukup   tersedia   dan/atau    belum    dianggarkan,    dapat
dilaksanakan   mendahului   penetapan   Peraturan   Daerah   tentang
Perubahan APBD dengari cara menetaphan  Peraturali Kepala Daerah
tentang Peruhahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dian.ggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 atau ditampung dalam LEA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melalflihan perubahan APBD Thhun Anggaran 2021, dimana teljadi
perubahan  alokasi  pendapatan,  perubahan  penggunaan  anggaran
dan penyaluran pendapatan;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat {3} Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Normor  24  Tarfuun  2020  tentang  Pengelolaarl  Dana
Bantuan  Operasional  Sekolah  pada  Pemerintah  Daerah,  bahwa
Penyesualan   penganggaran   alokasi    Dana   BOS    pada   APBD
sebagaimana  dirnaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan
dengan mengubah Pgrkada tentang Perijabaran APBD mendahului
Perda perubah.an APBD;

b.  hahwa  berdasarkan  pertimbaHgan  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf  a   dan   huruf  b   perlu   menetapkan   Peraturan   Bupati
Sukamara   tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Bupati
Sukamara  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarari 2021 ;

Mengingat    :  1.  Undang-Undang   Nomor   5  Tahun   2002   tentang   Pembentukan
Kabupaten Katingan,  Kabupaten Seruyan,  Kabupaten Sukamara,
Kabupaten   Lamandau,   Kabupaten   Pulang   Fisau,   Kabupaten
Guntlng  Mas,  Kabtxpaten  Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barite
Timur di Propinsi Kalinantan Tengah {Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);



2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.  Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem
Pereneanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan  ljembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun   2004   tentang  Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pem€rintahan  Daerah
{Lembaran  Negara  Republik  IHdonesia  Tahun  2004  Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan liembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049} ;

7.  Undang-Undan.g  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 20 ±4 Nomor
244,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5587)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang NomQr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas     Undang-Ufidang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia NomQr 5679) ;

8,   Perattiran Pemerintah Nomor log Tahtln 2000 tentang Kedudukan
Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  {Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  210,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun  2005  tentang Pengelolaan
Keuangan   Badan   I+ayanan   Umum   sebagalmana   telah   diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2012  tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun
2005   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum
{Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor   171,
Tambahan Lembarali Negara Republik Indonesia Nomor 5340} ;

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005
Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4575) ;

lit   Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan
Keuangan  Partal  Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2007  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4972}  sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir  dengan  Peraturan   Pemerintah   Nomor   1   Tahun  2018
tentang  Perubahan  Kedua  alas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2018   Nomor   1,   Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntarisi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5165);
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13.   Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan  Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  {Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Thhun  2017  Nomor  73,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041} ;

14.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2017   tentang   Hak
Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan   Anggota   Dewan
Perwakilan Raky-at Daerah (Ijembaran Negara Republik Indonesia
Taliun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6057) ;

15.   Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Ijembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan LembaLran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322) ;

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 52,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

17~   Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaari
Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  109,
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18.   Peraturan.  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012  tentang
Pedoman Pengelolaari lnvesfasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun  2017  tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta  Pelaksanaan
dan Pertanggunedawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Thhuri 2017 Nomor 1067};

20.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 90  Tahun  2019  tentang
Klasifl kasi ,       Kod efikasi       d an       Nomen klatu r       Peren canaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah   (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21.  Peraturan  Menteri  Dalarn  Negeri  Nomor  39  tahun  2020  tentang
Pengutamaan   Penggunaan   AIokasi   Anggaran   Untuk   Kegiatan
Tertentu,     Perubahan    Alokasi,     dan    Penggunaan    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581};

22,   Beraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Thhun  2020  tentang
Pengelolann  Daria  Bantuan  Operasional  Sekolah  pada  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476) ;

23.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 64  Tahun  2020  tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran  2021  {BeritaL Negara  Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

24.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentan.g
Pedoman  Teknis  Pengelolann  Keuang&n  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

24.   Peraturan   Menteri  Keuangan  Nomor   17/PMK.07/2021   tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dart Dan& Desa Tahun Anggaran
2021  Dalam  Rangka  Mendukung  Penanganan  Pandemi  Corona
Virus  Disease  2019  (Covid-19}  dan  Dampaknya  {Berita  Negara
Republik Indonesia Tchun 2021 NomQr 149};
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25`   Peraturan   Menteri  Kesehatali  NQm®r   12   Tahun   2021   tentang
Pefur±juk  TEknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Non  Fisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021  {Berita Negara Republik
Indonesia T&hun 2021 Nomor 403);

26.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  4  Tchun  2009
tentang   Pckck-P®kck   Pengelol&an.   Kenangan   E}aerah   (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4),  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturari Daerah Kabupaten Suhalnara Nomor
12   Talun   2017   tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah
Kabupaten  Sukamara Nomor 4 Tahuri  2009  tentang Pokok-Pokck
Pengelolaali   Keuangan   Daerah   {Ijemharan   Daerah   Kabupaten
Sukamara  Tahun  2017  Nomor  12,  Tambahan  I.embaran  Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 49) ;

27    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sukamara  {Lembaran  Daerah  lfabupaten  Sukamara  Tchun  2016
Nomor 6, Tambahan ljembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor
49) , sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Peran8kat Daerah Kabupaten 67};

28.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  2  Tahun  2019
tentang   Rencana    Pembangunan   Jangka    Menengah    Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2018-2023    (Lembaran   Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64) ;

29.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  1  Tahun  2021
tentang   Anggaran    Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun
Anggaran 2021 (I.embaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75} ;

3C.   Perafuran Bupati Suhamara Nomor 20 Talun 2020 tentang Rencana
Keria Pemelintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021  {Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tchun 2020 Nomor 20);

EAEHrmusEN :

Menetapkan:     PERATURAN  BUPATI  SUKAMARA  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA
ATAS  PERATURAN  BUPATI  SURAMARA  NOMOR  2  TAHUN  2021
TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I
Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Sukamara  Nomor  2  Thhun  2021
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran.
2021 {Berita Daerah Kalbupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 2}, sebagaimana telch
diubah   dengan   Peraturan   Bupati   Sukamara   Nomor   8   Tahun   2021   tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Bupati   Sukamara   Nomor   2   Tahun   2021   tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagal berikut :

Pacal 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar  Rp.  641.519.437.142,00  (Enam  ratus  empat  puluh  satu  milyar  lima
ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh
dua rupiah} yang bersumber dari :
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a,   P€ndapatan Asli Baerch;
b.   PendapataH Transfer;
c`   Irain-lain pendapatan daerah yang Bah;
d.   Penerimaan Pembiayaan/Pembiayaan Netto.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 7
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagalmana dimaksud dalam pasal 3 huruf
c direncanakan sebesar Rp. 9+510.720.000,00 {Sembilan milyar lima ratus sepuluh
juta tujuh ratus dua puhah ribu rupiah} terdiri afas Pendapatan hibah dana boa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi sebagal berikut :

Pacal 8
Anggaran  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2021  direncanakan  sebesar  Rp.
641.519.437.142,00 (Enam ratns empat puluh satu milyar lima ratus sembilan
belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah)
yang terdiri atas :
a.   Belanja operasional;
b.   Belanja Medal;
c.   Belanja tidak tetiduga;
d.   Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

msal 9
( 1 ) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimakasud dalaln Pasal 8 huruf a

direncanakan  sebesar  Rp.  448.265.568.101,00  (Empat  ratus  empat  puluh
delapan  mily&r  dun  ratus  enam  puluh  lima juta  lima  ratus  eHam  puluh
delapan ribu seratus satu rupiah) grvang terdiri alas :
a.   Belanj& Pegawai;
b.   Belanja Barang dan. Jasa;
c.   Belanja subsidi;
d.   Belanja Hibah; dan
e.   Belanja Bantuan sosial.

(2} Belanja Pegawal sebagalmana dinaksud pada ayat ( 1} huruf a direncanakan
sebesar  Rp.  223.766.949.025,00  (Dua  ratus  dua  puluh  tiga  milyar  tujuh
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua
puluh lima rupiah).

(3} Belanja  Barang  dan  Jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1}  huruf  b
direncanakan   sebesar  Rp,   197®292.351.609,00   {Serattls   sembilan   puluh
tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu
ribu enam ratus sembilan rupiah).

(4}  Belanja Subsidi sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan
sebesa:r Rp. 800.000.000,00 {Delapan ratus juta rupiah).

{5} Belanja Hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}  huruf d direncanakari
sebesar  Rp.  23.347.267.467,00  (Dua  puluh  tiga  milyar  tiga  ratus  empat
puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

(6)  Belanja  Bantuan  Sosial  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  e
direncanakan sebesar Rp. 3.059.000.000,00 {Thga ndlyar lima puluh sembilan
juta rupiah}.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10
(1}  Anggaran  belanja  pegawal  sebagalmana  dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  {2}

terdiri alas:
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a.  Belanja       gaji       dan       tunjangan       ASN       direncanakan       sebesar
Rp.128.017.278.981,00  (Seratus  dua  puluh delapan  milyar  tujuh  belas
juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh
satu rupiah) ;

b.  Belanja      Tambahan      Penghasilan      ASN      direncanakan      sebesar
Rp.55.796.536.018  (Lima puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh
enam jufa lima ratus tiga puluh enam ribu delapar± belas rupiah) ;

c.  Belanja   Tamhahari   Penghasilan.   herdasarkari   peftimbangan   objektif
lalnn*va  ASN  direncanakari  sebesar  Rp.24.585.074.838,00  (Dua  ptiluh
empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu
delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

d+  Belanja      gaji      dan      tunjangan      DPRD      direncanakan      sebesar
Rp.7.449.103.868,00  (Tujuh  milyar empat ratus empat puluh  sembilan
juta seratus tiga ribu delapan ratus enam ptlluh delapan rupiah);

e.  Belanja    gaji    dan    tunjangan    KDH/WKDH    direncanakan    sebesar
Rp.219.730.320,00 (Dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh
ribu tiga ratus dua puluh rupiah};

f.    Belanja    penerimaan    lalnnya    pimpinan    DPRD    serta    KDH/WKDH
direncanakan  sebesar  Rp.501.600.000,00  {Lima  ratus  satu  juta  enam
ratus ribu rupiah) .

(2)  Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
{3) terdiri atas:
a.  Belanja barang direncanakan sebesar Rp.57.132.182.481,00 (Lima puluh

tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu
empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;

b.  Belanja Jasa  direncanakan  sebesar  Rp.96.537.576.472  (Sembilan  puluh
enam milyar lima ratus tiga puluh tnjuh juta lima ratus tujuh puluh enam
ribu empat ratus tujuh pultih dua rupiah);

c.  Belanja     pemeliharaan     direncanakan     sebesar     Rp.9.221.292.058,00
(Sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh
dua ribu lima puluh delapan rupiah);

d.  Belanja peljalanan dinas direncanakan sebesar Rp.23,750.955.198  (Dua
puluh tiga nil.var fujuh rattis lima puhlh jttta sembilan ratus lima puluh
lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

e.  Belanja uang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan  kepada
masyarakat/pihak   ketiga   direncanakan   sebesar   Rp.3.025.524.400,00
{Thga milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat
ratu§ rupich} ;

f.    Belanja  barang  dan jasa  BQS  direncanakan  sebesar  Rp,35.480.000,00
(Tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

(3)  Anggaran  belanja  subsidi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  (4)
terdiri    atas     Belanja     subsidi    pada    BUMD     direncariakan     sebesar
Rp.800.000.000,00 {Delapan ratusjuta rupiah);

(4)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat {5) terdiri atas:
a.  Belanja  hibah  kepada  badan,lembaga,organisasi  kemasyarakatan  yang

berbadan  hukum indonesia direncanakan  sebesar  Rp.13.156.829.191,00
(Tiga belas milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh
sembilan ribu seratus sembilan puluh satn rupiah);

b.  Belanja   hibah   dana  BOS   direncanakan   sebesar   Rp.9.575.110.000,00
(Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sepuluh ribu
rupiah);

c.   Belanja  hibah  bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  direncanakan
sebesar Rp.615.328.276,00  {Enam  ratus  lima belas juta tiga ratus dua
puluh delapan ribu dtla ratus twjuh pulHh enam rupiah).

(5)  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) terdiri
atas:
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a.   B€1anja  banfuan  sosial  Hang  keFada  individu  dir€ncanakan  sebesar
Rp.1.315.000.000,00 {Satu milyar tiga ratus lima belas ribu rupiah);

b.   Belanja bantuan sosial uang kepada keluarga yang di rencanakan sebesar
Rp.169`000,000,00 (Seratus enam puluh senbilan juta rupiah) ;

c.   Belanja    hantuan     sosial    barang    kepada    kelompok    masyarakat
direr±canakari §ebesar Rp.  i `575,00S`000,00 {Satu mil.Yam lima ratus tLijuh
puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagal b€rikut :

Paed 1 1
{1) Anggaran  Belanja  Modal  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b

direncanakan sebesar Rp.108.402.102.820,00 (Seratus delapan milyar empat
ratus dua juta seratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
a.   Belanja Modal Tanah;
h.   Belanja Medal Peralatan dan Mesin;
c+   Belanja Modal Gedung dan Bangrinan;
d.   Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi;
e.   Belanja Modal aset tetap lainnya.

{2}  Belanja   Modal   Tanah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a
direncanakan  sebesar  Rp.1.428.201.139,00  (Satu  milyar  empat  ratus  dua
puluh delapan jtita dna ratus safu ribn seratus tiga pnlnh sembilan rupiah} .

(3} Belanja  Modal  peralatan  dan  mesin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1}
huruf  b  direncanakan   sebesar  Rp.15.193.061.832,00   (Lima  belas  milyar
seratus Sembilan puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga
puluh dua rupiah}.

{4} Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat {1}
huruf c direncanakan sebesar Rp.31.764.519.661,00 {Tiga puluh satu milyar
tujuh  ratus  enam  puluh  empat juta lima ratus  sembilan  belas ribu  enam
ratus enam puluh satu rupiah).

{5} Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}   hurmf   d   direncanakan   sebesar   Rp.59.906.303.688,00   (Lima   puluh
sembilan milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga ribu  enam ratus
delapan puluh delapan rupiah).

(6) Bel&nja Modal Aset tetap lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp.110.016e500,00 (Seratus sepuluh juta enam belas
ribu fiam ratus rupich}.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi sebagal berikut :

Pasal 12
{1}Belanja Modal Tanah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri

atas Belanja modal tariah direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu
milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga
puluh sembilan rupiah).

{2)  Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal  1 1
ayat {3} terdiri atas:
a.   Belanja modal alat besar direncanakan s€besar Rp.64.460`000,00 (Enam

puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
b.   Belanja  modal  alat  angkutan  direncanakan  sebesar  Rp.851.152.750,00

(Delapan ratus lima puluh safu juta seratus lima puluh dua ribu tujuh
ratus tina puluh rupiah} ;

c.   Belanja   modal   alat   bengkel   dan   alat   ukur   direncanakan   sebesar
Rp.249.585.330,00  (Dua  ratus  empat  puluh  sembilan juta  lima  ratus
delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

d.   Belanja  modal  alat  pertanian  direncanakan  seb€sar  Rp.80.704.940,00
{Delapan puluh jnta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh
rupiah);
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e.   Belanja  modal  alat  kantor  dan  rumah  tangga  direncanakan  sebesar
Rp.2.465.437.800 (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta empat
ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

f.    B€lanja  modal  alat  studio,  komunikasi  dan  pemancar  direncanakan
sebesar  Rp.   110.813.000,00  (Seratus  sepuluh  juta  delapan  ratus  tiga
belas ribu rupiah) ;

9.   Belanja  modal  alat  kedokteran  dan  kesehatan  direncanakan  sebesar
Rp,3.490.505.000  {Tiga  milyar  empat  ratus  sembilan  puluh  juta  lima
ratus lima ribu rupiah) ;

h.  Belanja       modal       alat       laboraturium       direncanakan        sebesar
Rp.2.892.018.324,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta
delapan belas ribu tiga ratus dLia puluh empat rupiah);

i.   Belanja   medal   kcrmput€r   direncanakali   sebesar   Rp.4.892.484.849,00
{Empat  milyar  delapan  rattis  sembilan  ptihih  dua  juta  empat  rattls
de±apan pu±uh empat ribu delapan ratus empat puluh §embilan rupiah) ;

j.    Belanja modal alat keselamatan kelja direncanakan sebesar Rp.22.444.000,00
(Dua puluh duajuta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

k.   Belanja    modal    peralatan    proses/produksi    direncanakan    sebesar
Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

1.    Belanj a       modal       peralatan       olahraga       direncanakan       sebesar
Rp.72.555.839,00 (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu
delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(3}  Belanja Modal gedung dan bangunan sebagalmana dimaksud dalam pasal 1 1
ayat {4) terdiri atas:
a.   Belanja        modal        bangunan        gedurig        direncarrdfan        sebesar

Rp.31.764.519.661,00 (Tiga puluh satu rnilyar tujuh ratus enam puluh empat
juta lima ratus Sembilan befas ribu enam ratus enarn puluh satu rupiah);

b.   Belanja     modal     tugr     titik    kontrol/pasti     direncanakan     sehesar
Rp.1.501.368.848,00  (Satu  milyar lima ratus  satu juta tiga ratus enam
puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

(4}  Belanja Modal jalanjaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 1 ayat (5) terdiri atas:
a.   Belanja      modal     jalan      dan     jembatari      direncanakan      sebesar

Rp.48.866.591.402,00 (Empat puluh delapan milyar delapan ratus enam
puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua
rupiah).

b.   Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.6.338.550.986,00
{Enam milyar tiga ratus tiga puluh delapar± juta lima ratus lima puluh
ribu Sembilan ratus delapan puluh enam ruppiah);

c.   Belanja    modal    instalasi    direncanakan    sebesar    Rp.104.805.000,00
(Seratus empat juta delapa ratus lima ribu rupiah) ;

d.   Belanja   modal   Jaringan   direncanak&n   sebesar   Rp+4.596.356+300,00
(Empat milyar lima ratus semtiilaH puluh enam jute tiga ratus lima puluh
enam ribu tiga ratus rupiah) .

(5)  Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1 ayat
(6) terdiri atas:
a.   Belanja      modal      bahan      perpustakaan      direncanakan      sebesar

Rp.61.256.500,00 (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu
lima ratus rupiah) ;

b.   Belanja     modal     barang     bercorak     kesenian/kebudayaan/olahraga
direncanakan  sebesar  Rp.6.210.000,00  (Enam juta  dua  ratus  sepuluh
ribu rupiah} ;

c.   Belarija  modal  biota  perairan  direncanakan  sebesar  Rp.42.550.000,00
{Empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
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8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut

P&sal 16
Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
a direncanakan sebesar Rp.39.208.781.776,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua
ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh
enam   rupiah}   yang   berasal   darn   S±sa   Lebih   perhitungan   anggaran   tahuri
anggaran sebelumnya `

9. Ketentuan P&sal 18 diubah sehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 18
{ I)   Selisih antara ar±ggaran pendapatan d&erah denEan anggaran belanja da€rah

mengakibatkan teriadinya defisit sebesar Rp.23.101.28± .776,00 (Dua puluh
tiga milyar seratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus
fujuh puluh enam rupiah).

{2}   Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.23.101..281.776,00 (Dua
puluh tiga milyar seratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh
ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI SUKAMARA,

ttd

VINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 30 JUHi 2021

SEKRRTARIS BAERAII
KABUPATEH SUI=AMARA,

ttd

SUTRISRTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SURAMARA TAHUN 2021  NOMOR 21

dengan aslinya
IAN HUKUM,

tyANTO, S.H.
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